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ABSTRAK
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Kesiapan Pemerintah Kota Prabumulih Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Prabumulih 
yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi. Untuk 
mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dan untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif kuantitatif, dimana suatu penelitian disusun dalam rangka 
memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari objek penelitian. 
Kuesioner penelitian ditujukan kepada 75 orang pegawai Pemerintah Kota Prabumulih yang 
mana metode pengambilan sample penelitian ini menggunakan Purposive Sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dilihat dari parameter 
integeritas adalah siap, dengan mendapatkan total nilai 557. Kesiapan pemerintah dilihat dari 
parameter Sumber Daya Manusia adalah siap, dengan mendapatkan total nilai 542. Kesiapan 
pemerintah dilihat dari parameter sarana prasarana adalah siap, dengan mendapatkan total nilai 
282. Kesiapan pemerintah dilihat dari parameter sistem informasi adalah siap, dengan 
mendapatkan total nilai 292.

Oleh: 
Ery Pratama S

Mengetahui, 

Ketua Junusan Akuntansi

W
Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak, CA 

NIP.19730317 199703 1 002
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NIP. 19580828 198810 1 001



ABSTRACT

Keywords: Readiness, Commitment, Human Resources, Facilities and Information Systems
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Readiness City Government Prabumuiih in Applying Government Regulation No. 71 
Year 2010 About Government Accounting Based The Accrued

By:
Ery Pratama S

Acknowledge, 
Prografn Chair

This study aims to to see how readiness city govemment Prabumuiih indicated with a 
commitment , human resources , of infrastructure and information System .To identify the 
constraints for the implementation of govemment regulation no 71 2010 , about Standard 
govemment accounting ( SAP ) and to know model strategic acceleration the implementation 
of PP No. 71 year 2010 about govemment accounting standards ( SAP ).

Object this research is Prabumuiih city govemment. This research uses the method 
descriptive analysis quantitative, where a research arranged in order to give a picture in 
systematic about information arising from object research. The questionnaire research 
devoted 75 people govemment officials city Prabumuiih which a method of the sample this 
research using purposive sampling.

This research result indicates That readiness the govemment seen of parameter 
integeritas is prepared , by getting the total value of 557. Readiness the govemment seen of 
parameter human resources are ready , by getting the total value of 542 . Readiness the 
govemment seen of parameter infrastructure of is prepared , by getting the total value of 282 . 
Readiness the govemment seen of parameter information system is prepared , by getting the 
total value of 292.

Drs. Burhanuddin, M.Acc.. Ak, CA
NIP. 19580828 198810 1 001
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang1.1

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan

pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan untuk bidang politik luar negeri,

agama dan kewenangan lainpertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal,

yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan

otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan

kesejahtraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan.

Kewajiban ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi

daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi

sumber daya keuangannya secara optimal.

Transparansi dan keterbukaan pada era masa kini semakin mempengaruhi

seluruh organisasi, baik di sektor swasta maupun publik. Setelah krisis ekonomi

dan multididensi pada periode 1997-1998 berdampak pada tuntutan masyarakat atas

pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan efektif. Terkait dengan

hal itu, reformasi pemerintah Indonesia dalam hal meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi di bidang akuntansi pemerintahan mulai dilaksanakan sejak tahun

2003. Reformasi ini merupakan tindak lanjut dari usaha serupa pada periode 1997-

i

semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,



1998, yang

momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai

basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah sebagai basis penyusunan

laporan keuangan instansi pemerintah (Soegijanto,2003).

Untuk menyusun standar ini, pemerintah membentuk Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sesuai dengan pasal 32 UU Nomor 17 tahun 2003.

Pada tahun 2005, Komite tersebut telah menyusun draft SAP yang kemudian

ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Basis akuntansi

yang digunakan pada PP 24 tahun 2005 tersebut adalah basis kas untuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan; basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas, atau

secara keseluruhan dikenal sebagai basis “cash toward accrual ” .

Walaupun demikian, hingga tahun 2007, Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKKP) masih mendapat disclaimer opinion dari BPK terkait dengan

pendapatan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya perlu perbaikan

sistem akuntansi yang ada serta pelaporan keuangan negara, namun juga perlunya

perbaikan sistem yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah

dan pengelolaannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan

kesuksesan penerapan basis akuntansi.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi

pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti

bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP
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dilakukan oleh Departemen Keuangan, dan mendapatkan



yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya

tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang

mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan

dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah

menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP

setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).

Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak

hanya sebatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan

pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang memerlukan penyelesaian kas

dimasa depan dan informasi lain mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa

depan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih pada saat menggunakan memual

akuntansi keuangan daerah terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan laporan

keuangan yang akuntabel terhadap pendapatan pajak daerah. Hal itu dikarenakan

dengan menggunakan manual administrasi keuangan daerah tidak dapat menyusun

kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Prabumulih.

Sementara itu, peran dari laporan aliran kas adalah untuk mengetahui

adanya penambahan (surplus) atau penurunan (defisit) terhadap kas pendapatan

3

neraca dan laporan aliran kas. Neraca diperlukan untuk memberikan informasi



pajak daerah. Karena itu, diharapkan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah dapat menghasilkan neraca dan laporan aliran kas, sehingga

akuntabilitas dapat terwujud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 105

Tahun 2000.

Menurut Irawan (2014), proses implementasi SAP berbasis akrual perlu

dirancang secara hati-hati karena mempunyai implikasi yang tidak dapat dihindari.

Implikasi tersebut mencakup mandat yang jelas, komitmen politik, komitmen

pemerintah dan pejabat kunci, sumber daya yang memadai, struktur manajemen

perubahan yang efektif, dukungan kapasitas teknologi informasi dan sistem

informasi yang memadai serta dukungan legislatif.

Selanjutnya, Ichsan (2014) menyatakan bahwa penerapan basis akrual

secara bertahap merupakan pilihan paling rasional. Hal tersebut didasari oleh

pertimbangan bahwa sebelum melakukan implementasi basis akrual secara penuh,

entitas pelaporan (pemerintah daerah) perlu untuk mempersiapkan beberapa

kondisi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi akuntansi

akrual. Pertama, komitmen dari puncak pimpinan terhadap akuntansi akrual.

Kedua, adanya sistem dan prosedur yang telah berjalan dengan baik. Ketiga, adanya

sistem akuntansi yang dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap terutama

berkaitan dengan aset dan kewajiban, termasuk melaksanakan konsolidasi laporan

keuangan. Keempat, menyiapkan rencana implementasi akuntansi akrual. Kelima,

menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan keahlian akuntansi

dan manajemen organisasi yang memadai untuk melaksanakan perubahan.
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Fenomena yang terjadi dikutip dari Prabumulih, Postmetro Prabu

(26/02/2015 ). BPK mendatangi kantor walikota Prabumulih. Pikiran rakyat

[Online], halaman 1. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan BPK Propinsi

Sumatera Selatan Kamis (26/02/2015) mendatangi Kantor Walikota Prabumulih di

Jalan Jendral Sudirman Cambai Kota Prabumulih. Rombongan yang terdiri dari

belasan orang ini langsung diterima oleh Walikota Ir H Ridho Yahya.Tujuan Road

Show sendiri adalah untuk mempertegas komitmen penerapan akuntansi berbasis

Akrual yang salah satu program BPK RI. Dikatakan, program yang digunakan

selama ini yakni akutansi berbasis kas, dinilai kurang tepat dan masih banyak

kekurangan yang harus dibenahi, maka ke depannya dengan adanya program

"Akrual Basis" bisa diterapkan segera mungkin bagi akutansi Pemerintahan

Daerah.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang

penerapan penyusunan Laporan Keuangan dalam Pemerintah Kota dalam hal

penyajian pos-pos akrual sehingga mampu memberikan informasi yang relevan,

mengingat bahwa dengan dikeluarkannya PP No. 71 tahun 2010 terkait dengan

standar akuntansi berbasis akrual penuh akan efektif pada periode anggaran 2015.

Pembahasan ini akan secara kritis mengkaji sejauh mana penerapan akuntansi

akrual dan pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan

situasional terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah baik dari

sisi konseptual teori maupun aplikasi dalam praktik. Sebagai bentuk pendekatan

basis yang unik, basis tersebut menarik untuk dikaji sebagai suatu bentuk

pendekatan baru yang mungkin dapat dikembangkan dan diaplikasikan di
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organisasi lain, dan sebagai evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

untuk menjembatani kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mengaplikasikan basis

akuntansi akrual secara penuh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penulisan skripsi yang dilakukan

oleh Kusuma (2013) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam

Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Beberapa perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek pada penelitian

sebelumnya adalah Pemerintah Kabupaten Jember sedangkan objek yang akan

digunakan penulis untuk replikasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota

Prabumulih. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013 sedangkan

penelitian terbaru akan dilaksanakan pada tahun 2016. Mengingat adanya

perbedaan tahun penelitian, diharapkan hasil yang didapatkan lebih berkembang

dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai sejauh mana penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di

kota Prabumulih ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Kesiapan Pemerintah

Kota Prabumulih Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”.

Perumusan Masalah1.2

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Prabumulih yang diindikasikan
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dengan Komitmen, SDM, Infrastruktur dan Sistem Informasi dalam implementasi

PP No 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?

Tujuan Penelitian1.3

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Prabumulih yang

diindikasikan dengan Komitmen, SDM, Infrastruktur dan Sistem Informasi.

2. Untuk menganalisis kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010,

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Manfaat Penelitian1.4

Manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai

berikut:

l.Bagi pemerintah Kota Prabumulih

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang

berguna sebagai bahan petimbangan di masa yang akan datang mendatang

mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, terutama dalam sistem

pencatatan sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi yang akuntabel.

2. Bagi pengembangan ilmu akuntansi
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Diharapkan dapat menambah pengetahuan Pemerintah Daerah terutama

mengenai Sistem Keuangan Daerahnya terhadap akuntabilitas pendapatan

daerah.

3.Bagi Peneliti

Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan

akuntansi berbasis akrual keuangan daerah sehingga diperoleh gambaran

kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang di pelajari.

4. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi

peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Daerah dalam sektor publik.
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